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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  

NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil, persyaratan uji kompetensi pada 

pengangkatan pertama perlu disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur 

kembali Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan 

Fungsional Penghulu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74); 

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 597); 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 189); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL 

PENGHULU. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 356), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu 

melalui pengangkatan pertama harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan 

surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 

d. berijazah paling rendah S-1 (strata-satu)/D-IV 

(diploma empat) bidang agama Islam; dan  

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik 

dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi 

lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu 

dari calon PNS. 

(3) Persyaratan pengangkatan pertama ke dalam 

Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Instansi Pembina. 

(4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) 

tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional 

Penghulu. 

(5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), yang belum diangkat ke dalam Jabatan 
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Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, tidak diberikan 

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai 

dengan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya. 

(6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling 

lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus 

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di 

bidang kepenghuluan dan memperoleh sertifikat 

penghulu. 

(7) Penghulu yang belum mengikuti atau tidak lulus 

pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), diberhentikan dari 

jabatannya. 

(8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan 

Fungsional Penghulu dibuat menurut contoh 

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Agustus 2020 

 

KEPALA 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BIMA HARIA WIBISANA 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 13 Agustus 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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